
OMBUDSMAN MINTA PEMERINTAH KAJI ULANG SYARAT TES CORONA BAGI PENUMPANG
PESAWAT

Kamis, 18 Juni 2020 - Gosanna Oktavia Harianja

Ombudsman RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi terkait kebijakan rapid test maupun swab test bagi calon
penumpang pesawat.

Menurut Anggota Ombudsman, Alvin Lie, kebijakan rapid test dan swab test tidak dilakukan di negara lain. Artinya
Indonesia sebagai satu-satunya negara yang mewajibkan persyaratan rapid test dan swab test bagi penumpang pesawat.

"Indonesia satu-satunya negara yang memberlakukan itu. Di negara lain tidak ada yang memberlakukan sertifikat
COVID-19," urainya melalui diskusi virtual, Kamis (18/6).

Alvin menjelaskan, kebijakan rapid test bagi penumpang pesawat berlaku selama tiga hari dan swab test selama tujuh
hari kurang efektif. Sebab, bisa jadi para penumpang terkontaminasi dengan orang yang positif setelah melakukan tes.

"Sehingga pada hari ini diambil sampel rapid test tidak reaktif. Seolah-olah tiga hari kemudian bebas COVID-19 dan tujuh
hari seolah-olah kebal COVID-19 ini salah. Karena hasil tes kondisi saat sampel itu diambil. Inilah yang aneh di
Indonesia," sambungnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk meninjau ulang mengenai kebijakan pemeriksaan tes COVID-19 bagi penumpang
pesawat. Ia pun menambahkan supaya pemeriksaan tes juga diikuti tracking. Hal ini supaya hasil pemeriksaan terhadap
masyarakat lebih terarah.

"Ini untuk melindungi masyarakat harus lebih terarah lagi, apakah per kelurahan, apakah per RT atau RW, sehingga kita
punya klaster yang jelas," pungkasnya.
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